
ABSTRAK
Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan uang daerah, penggelembungan harga (mark-up), serta tindakan korupsi lainnya. Inspektorat Daerah sebagai suatu lembaga pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilingkungan pemerintah daerah berperan sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah serta faktor penghambat dan pendukung  dalam peran Inspektorat tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kota Makassar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung terhadap aparatur Inspektorat Kota Makassar dan Objek Pemeriksaan dalam hal ini perwakilan Dinas  kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian menununjukkan bahwa peran Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Inspektorat adalah sebagai quality assurance dan consulting advisory service dimana perannya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggaran yang sementara berjalan pada setiap tahapan dimulai pada tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat yaitu tidak seimbangnya antara beban kerja yang besar dengan kurangnya tenaga kerja khususnya tenaga pemeriksa atau pejabat fungsional auditor yang menyebabkan keterlambatan kerja sedangkan faktor yang mendukung kualitas pelaksanaan pengawasan yaitu  sarana prasarana yang memadai dan komitmen pegawai Inspektorat Kota Makassar yang bersikap professional dalam menjalankan peran Inspektorat Kota Makassar yang menunjang kualitas pengawasan.
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ABSTRACT

The role and function of supervision in the regions is one of the things that must be noticed by the Local Government, especially in the management of regional finances often occur misappropriation, wastage, misuse of regional money, mark-ups, and other corrupt acts. Regional Inspectorate as a supervisory and guide institution in the implementation of local government programs that are organized and contained in the Regional Budget (APBD) within the local government a very important role for the progress and success of local government and regional apparatus in organizing local governments to achieve goals and objectives. Therefore, this research entitled "The Role of Regional Inspectorate in the Supervision of APBD Implementation in Makassar City". This study aims to determine the role of Regional Inspectorate in the supervision of budget execution and regional expenditure as well as the hindrance and supporting factors in the role of the Inspectorate.
This research was conducted at the Inspectorate Office of Makassar City by descriptive qualitative research method and data collection technique with observation, documentation and direct interview to the apparatus of Inspectorate of Makassar City and Object of Inspection in this case representatives of the Inspectorate then analyzed with data reduction technique, and conclusions

From the results of this research shows that the role of the Inspectorate of Makassar City on the supervision of APBD implementation has not been implemented optimally. Inspectorate is a quality assurance and consulting advisory service in which its role of supervision and guidance to the on-going budget at every stage beginning in planning, budgeting, organizing, implementation, reporting, evaluation until accountability of the Local Government. It can be concluded that there is an hindrance factor which is the unbalanced between the large workload and the lack of manpower especially the auditor or functional officer of the auditor causing the delay of work meanwhile the factors that support the quality of implementation of supervision are the adequate infrastructure and commitment of the Inspectorate of Makassar employees who are professional in carrying out the role of Inspectorate of Makassar City that support the quality of supervision.
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